BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 133 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :a.bahwa untuk mewujudkan pemerintahan Daerah yang
profesional, lincah dan dinamis diperlukan adanya
penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui tahapan
penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan

penyesuaian sistem kerja;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah

diatur dalam Peraturan Bupati;

c.bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada



Mengingat :

1
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Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan
berbasis elektronik, maka perlu melakukan penyesuaian

terhadap struktur organisasi;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Trenggalek;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6868);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1539);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 834);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan = Struktur  Organisasi pada  Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 184);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 133 Tahun 2011 tentang
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek
(Berita Daeah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 30

seri D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 133 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 133 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011
Nomor 30 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Susunan organisasi BPBD, terdiri dari:
a. Kepala BPBD;
b. Unsur Pengarah;
c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana BPBD;

2. Sekretariat BPBD, terdiri atas:

a) Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan
kedaruratan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

4. Bidang logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi,

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13

(1) Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsinya dibantu oleh:

a. Sub bagian umum dan kepegawaian; dan
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b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 15

Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b melaksanakan

tugas:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan
kerja;

menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja
lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan
kepegawaian;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan
rumah tangga, urusan surat menyurat dan
ketatalaksanaan serta kepegawaian Badan;
melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset
Badan;

melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan
kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja,
peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi

jabatan lingkup badan;
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menyelenggarakan urusan hubungan masyarakat dan
keprotokolan;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub
Bagian umum dan kepegawaian;

menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan
kepegawaian Badan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas

sesuai dengan fungsi masing-masing.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada pejabat struktural

diatasnya secara hierarki.

Kelompok Jabatan Fungsional ahli madya dan ahli
utama bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana

BPBD.

Kelompok Jabatan Fungsional ahli pertama, ahli muda
dan keterampilan pada bidang bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.
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12. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 dihapus, sehingga Pasal 28

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 28

Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Pelaksana
BPBD memberikan pengarahan, perintah, petunjuk
baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya

dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.

Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengoordinasikan
dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan

dan/atau pertimbangan administratif.

Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan
tugas berkoordinasi dan berkonsultansi kepada Kepala
Pelaksana BPBD serta memberikan pengarahan,
perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis

kepada bawahan masing-masing.

dihapus.
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sebagai berikut:

-9-

KEPALA
BPBD
1 —1
KEPALA
UNSUR
PENGARAH PELAKSANA BPBD
5 (LIMA) PEJABAT KELOMPOK
PEMDA JABATAN M
Py FUNGSIONAL
AHLI MADYA
PROFESIONAL / AHLI DAN AHLI I
UTAMA SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

sehingga berbunyi

BIDANG PENCEGAHAN,
KESIAPSIAGAAN &
KEDARURATAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL AHLI PERTAMA,
AHLI MUDA DAN
KETERAMPILAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL AHLI
PERTAMA, AHLI MUDA
DAN KETERAMPILAN

BIDANG LOGISTIK,
REHABILITASI &
REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL AHLI
PERTAMA, AHLI MUDA
DAN KETERAMPILAN
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 8 Maret 2024

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004



